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ABSTRAK

Kemajuan teknologi semakin membawa pengaruh yang cukup besar
terhadap tingkat kebutuhan masyarakal, baik it di daerah perkotaan maupun di
daerah pedcsaan, Berkaitan denpan hal terscbut, berbagai dunia usaha juga
herusaha untuk dapat memenuhi kebutuban masyarakat dengan menawarkan
herhagal alternatif dan kemudahan,. salah satunya ad: lab dengan pemberian kredil
dengan suatu perjonjian baku, Pokok permasalaban yang penulis bahas adalab
bentuk-bentuk perlindungan hukwn terhadap konsumen yang dibertkan oleh P
FIIF dalam pemberian kredit yang berkaitan dengan perjanjian baku, pelaksanaan
pemberian perlindungan terhadap konsumen tersebur apabila 1. FIF melakukan
wan prestasi dan hambatan-hambatan yang ditemul oleh PT. FIF dalam pembenian
periindungan tersebut. Dan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. digunakan
pendckatan masalah yang bersifat yuridis empiris, yaitu dengan mengamati
norma-norma bukem yang beclabu di dalam masvarakat dan menghubungRanoya
denpan  kenvataan yang ada. T3 dalam  pemberian  perlindungan  terbadap
konsumen ini, PT. FIF memberkan berbagai kemudahan dalam pembavaran
angsuran  sepeda motor dan pembenian  jaminan  asutanst kecelakaan  dan
kehilangan dari PT. Asuransi Astra Buana vang bekerjasama dengan PT. FIF.



BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakangz Masalah

Kemajuan teknolog! dirasakan semakin membawa pengaruh vang sangat
besar terhadap kehidupan rakvat, bak di daerah perkotaan maupun pedesaan.
Herkaitan dengan hal tersebut, maka rakyvat [ndonesia vang terdin dam berbaga
golongan juga semakin berlomba-lombs  untuk dapat memenube Kebutuhan
mereka. Perkembangan zaman menuntut mereka untuk tidak hanva sckedar
memenuh kebutuhan primer saja, tetapi telah semakim meluas kepada kebutuban-
kebutuhan lainnva, dengan kata lain perkembangan zaman telah mengubab tata
kehidupan  masvarakat dengan menggeser keberadaan  kebutuhan-kebutuhan
schkunder menjadi kebutuban primer, tanpa mempedulikan mampo ataw bdak
mampu suate golongzan masvarakat.

Dengan  demikian,  berbagar  dumia  usaha  juga  berusaha  untuk
menvelaraskan  pemngkatan pemenuban kebutuhan  masvarakal  dengan
memberikan berbagal alternatif dan kemudahan-kemudaban kepada orang-orang
vang membutuhkan jasa-jasa mereka Dan salah satu hentuk dan pemberian
aliemati{ rersebut adalah dengan membenkan Sredit dengan suatu perjamian

Mamun, demi terciptanva suatu sistem kena vang fungssonal dan prakus,
maks banvak perusahsan-peresshazn vang  menawarkan penanpan kepada
kansumennya dalam bentuk perjannan baku

Perjanjian baku dalam pengerian umum merupakan suatu perjanjian yang

klausula - klausula vang ada di dalamesa telab dipersiapkan terlebb dabulu alzh



salah satu pihak peserta perjanpian dalam bentuk formulic-formuler, biasanya
dibruat oleh pibak vang mempunyal kedudukan vang lebih kuat dalam perjanpan
{produsenvkreditur),  sehingga  bapl  orang-orang yang  membutuhkan
{konsumen/debitur) hanva mempunyal dua pilthan, menvetujuw perjanjian tersebut
apahila ia mempunvai kepentingan & dalamnoya atau sama sekall menolak 151
perjanjian tersebut dengan kata lain menolak untuk mengikatkan din terbadap
perjanjian it Dengan konsckuensi tidak dapat mersakan manfaal dan barang
atau benda yvane diperanikan oleh produsen/kreditur.

Dalam prakicknva, keberadasn perjanjian baku imi telah berkembang
dengan sangat pesat, karena pada dasarmya perjanjan i mempunyal banvak
marilaal terutama  bagl plhak  produsenkreditur. Selam  dalam pembuatan
perjanjian baku ini tidak membutuhkan waktu vang lama antara kedua belah
pihak, perjanjian ini juga berisi ketentuan-ketentuan baku sehingoa dapat
diperbanvak sesueal dengan kebutuban, Walaupun demikian, bukanlah suatu hal
vang baru di dalam perjaniian baku akan terdapatnyva klausula cksenorasi.

Klausula eksenorast ins dalam pengertian vang diberikan oleh Rijken
adalah schapgar berikut :

“Klausula eksenorast adalah klausula vang mencantumkan dalam suati

peraman dengan mana saiue phak menghindarkan din ontuk memenuh

kewajibannya dengan membavar 2anti o selurohnva atau terbatas. vans
terjads karena ingkar jan)1 atau perbuatzn melawan hukum™

Schenarnyva, Klausula eksenerasi vang dikeluarkan oleh produsen bukanlah

hal vang sewenane-wenang dengan bdak memperhatikan kepentingan konsuimen

P ARdnl Kade Muohanmmad, 19092 Pergrpian Boaku Sl Pradect Peresaloon Perdagorsson,
Citre Aditva Bako, Basdung, Ial 3
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BAB TV

PENUTLRE

4.1 KESIMPULAN
Drari ursian yang telah dijabarkan &1 alas, maka kestmpulan yang dapat
diambil adalah antara lain :

1. PT. FIF menyvedizkan dua cara pengambilan kredit kendarasr bermotor
yamp dapat dilakukan oleh kensumen ying dertarik untuk melakukan
kerjasama dengannya dalam bentuk pecamian kredit yang isinya telah
ditetapkan oleh PT, TFIF sendiri dalam bentuk perjanjian baku, yaru
konsumen dapat datang ke dealer yang bekerjasama dengan 1. FIF dan
kemuodian pihak dealer akan memberikan penjelasan mengenal apa vang
huros dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan kredit kendaramm
bermotor. Atau konsumen dapat datang langsung ke PT. FIY untuk
mengajukan permohonan kredit apabila konsumen telah mengetaho jenis
kendarsan bermetor yvang akan dismbilnya. dan selanputoya dilakokan
penandatanganan  perjanjian kredit tersebut apabila konsumen  telah

memenuhi persvaratan yang telah ditentukan oleh PT, FIF,

I~

Dalam pemberian perlindungan hukem Kepada konsumen, ada beberapa
hal yang dilakukan cleh PTFIF, antara laino

1. Kemudabaw tasilias dalam pembavaran angsuran kredit di mana

konsumen  Gdak  dipungul biava  Ioionya apahila konsumen

micmbayor angrsuran kredil 1epat waktu.
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